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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Di era globalisasi, arus perdagangan internasional semakin meningkat dan 
tdak dapat dibatasi lagi akan terjadinya transaksi yang melibatkan lintas batas Negara. 
Hakekat globalisasi sendiri yaitu kecenderungan dalam transportasi, distribusi, 
komunikasi, media massa, hiburan, ilmu pengetahuan, barang dan jasa, bisnis dan 
perdagangan. Globalisasi juga merupakan transformasi sosial budaya dalam lingkup 
global yang mengimbas pada lembaga pranata dan nilai social budaya. Dengan 
demikian globalisasi dapat mengubah perilaku, gaya hidup dan struktur masyarakat 
menuju kearah kesamaan global yang menembus batas-batas etnis, agama, daerah, 
dan wilayah batas Negara dan dapat mempersempit dunia khususnya dibidang 
perdagangan luar negeri atau ekspor-impor (Basu Swastha,1984). 
 Dalam dunia bisnis biasanya mempelajari pengetahuan tentang prosedur 
ekspor-impor dan hal-hal yang terkait denganya seperti pajak dan biaya ekspor-
impor. Kegiatan ekspor-impor merupakan kegiatan bisnis yang tidak mudah, 
dikarenakan kegiatan  ini melibatkan banyak pihak seperti eksportir, importer, bank 
devisa baik yang bersetatus swasta maupun yang bersetatus BUMN yang berfungsi 
memberikan jasa perbankan sebagai media perantara antara pembeli dan penjual yang 
berada dalam dua wilayah hukum yang berbeda yang belum saling mengenal atau 
mempercayai satu sama lain dengan menerbitkan  Letter of Credit (L/C), Maskapai 




memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan transaksi ekspor 
dengan menerbitkan Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill, perusahaan asuransi dalam 
kaitanya dengan pengamanan transaksi ekspor (PPEI, BPEN & DEPPERINDAG, 
2004), 
 Begitu pula peranan Derektorat Jendral Bea dan Cukai juga berwenang yaitu 
mengadakan Fiat Muat atau pengesahan pemuatan barang ke dalam kapal dengan 
menerbitkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan juga memiliki peran yang tidak kecil mulai dari penerbitan Surat Ijin 
Usaha Perdagangan (SIUP) sampai penerbitan Surat Keterangan Asal Barang 
(Certificate of Origin) yang diperlukan  dalam rangka keringanan bea masuk pada 
saat barang tiba di Negara tujuan, Surveyor sering dipergunakan jasanya dalam 
rangka pembelian bea masuk atas bahan baku yang diproses untuk tujuan ekspor, dan 
lain-lain. Dengan banyaknya pihak yang terlibat maka peraturan dan prosedur yang 
harus dilaksanakan oleh eksportir dan importer juga banyak, belum lagi perbedaan 
interpretasi bisnis dengan pihak-pihak luar negeri. Hal ini membuat kegiatan ekspor-
impor menjadi lebih rumit (PPEI, BPEN & DEPPERINDAG, 2004). 
 Dalam rangka mengantisipasi dan memanfaatkan peluang dan tantangan 
globalisasi perdagangan internasional di atas, maka hal utama dalam pembangunan 
perdagangan luar negeri adalah meningkatkan daya saing komoditas ekspor, 
meningkatkan struktur informasi usaha, mengembangkan sarana dan prasarana 
perdagangan, meningkatkan fasilitas perkreditan ekspor, meningkatkan kerjasama 
perdagangan internasional, meningkatkan kemampuan dan peranan pengusaha 




 Untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan internasional, maka di 
dalm negeri harus ditingkatkan koordinasi dan keterpaduan gerak langkah antar 
pemerintah dan dunia usaha, agar dapat tercipta kondisi yang lebih baik, mendorong 
peningkatan produksi, investasi, dan perdagangan yang saling terpadu dan terkait 
secara lebih efisien dan produktif sehingga dapat memanfaatkan terbukanya 
perekonomian dunia secara optimal dan dapat menambah devisa negara. 
 Dalam kerjasama di bidang perdagangan Indonesia dengan Jepang secara 
lebih tepat dan adil melalui pemberian preferensi tariff kepada produk-produk yang 
merupakan hasil produksi dari Indonesia ke Jepang yang berupa program (Indonesia 
– Japan Economic Partnership Agreement) IJEPA Certificate of Origin form IJEPA. 
Program  Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement merupakan program 
yang dikhususkan untuk teransaksi perdagangan antara Indonesia dengan Jepang, 
yang sebelumnya menggunakan form “A” sekarang menggunakan form ”IJEPA” 
dimulai pada tanggal  01 Juli 2008 dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
(Departemen Perdagangan, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Peraturan 
Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri,2008). 
 Untuk menunjang kerjasama tersebut juga membutuhkan pembayaran jasa 
dalam teransaksi perdagangan luar negeri atau ekspor-impor di Luar Negeri, ataupun 
untuk yang perlu untuk memenuhi kebutuhan Dalam Negeri, mengharuskan setiap 
Negara berusaha untuk memiliki atau menguasai alat-alat pembayaran Luar Negeri. 
Alat pembayaran Luar Negeri atau disebut foreign exchange currency atau devisa 
dapat dianggap sebagai tagihan kita terhadap Luar Negeri yang dapat dipergunakan 




melaksanakan pembatasan ataupun ikut aktif dalam mengatur perdagangan Luar 
Negeri seperti Negara kita, maka seluruh devisa baik pemilikan ataupun 
penguasaannya begitu juga penggunaanya diatur dengan peraturan pemerintah (Amir 
M.S, 100: 2000). 
 Indonesia sendiri, sumber devisa yang terpenting adalah dari hasil ekspor 
barng mentah yakni hasil bumi dan hasil tambang, sedangkan sumber lainnya 
misalnya ekspor hasil produksi indsutri dan kerajinan, apalagi ekspor jasa dan 
kepariwisataan masih belum mempunyai arti penting seperti pendapat Amir M.S. 
dalam bukunya berjudul seluk beluk dan teknik perdagangan Luar Negeri tahun 2000. 
 Hal yang menarik dalam kegiatan ekspor  adalah menjual barang di beberapa 
Negara berarti pula diversifikasi resiko, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada 
penjualan di satu Negara saja. Ekspor juga mempunyai tendensi mengurangi dampak 
penurunan pasar ekspor seringkali tetap dalam keadaan stabil. Disamping itu transisi 
perekonomian dapat mempermudah dalam memproduksi produk baru. Oleh karena 
itu pemerintah menganggap ekspor yang kuat sangat penting untuk menunjang 
perekonomian yang sehat. 
 Dalam kegiatan ekspor itu sendiri harus melewati prosedur-prosedur yang 
merupakan kewajiban seorang eksportir dalam melakukan ekspor dimana dalam 
prosedur tersebut harus dilengkapi dengan pembuatan dokumen ekspor sebagai bukti 
bahwa ekspor tersebut sah. Salah satu dokumen tersebut adalah SKA (Surat 
Keterangan Asal) / COO (Certificate of Origin) yang diterbitkan oleh suatu lembaga 
negara di Indonesia, yang bernama DISPERINDAG. SKA merupakan dokumen 




barang kepada importir. Maka dari itu keterlibatan dalam pengisian dokumen sangat 
dibutuhkan terutama dalam penerbitan SKA form “IJEPA” (Direktorat Jendral 
Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2004:37). 
 Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) 
atau Certificate of Origin (COO) baik yang berdasarkan kesepakatan internasional 
dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral maupun yang ditetapkan secara 
sepihak oleh Negaratertentu telah banyak mengalami perubahan. Dalam menunjang 
usaha peningkatan ekspor, telah disusun penyempurnaan ketentuan tentang Surat 
Asal Keterangan (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia dan dituangkan 
dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/9/2005. 
 Bagi Indonesia memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi dan 
mematuhi ketentuan-ketentuan asal barang merupakan peluang untuk meningkatkan 
ekspor non migas, sebaliknya tidak memanfaatkan SKA Preferensi berarti 
memperlemah daya saing dengan produk-produk dari Negara asing. Surat Keterangan 
Asal (SKA) adalah surat keterangan asal barang yang digunakan sebagai dokumen 
penyerta barang ekspor dari wilayah RI yang membuktikan bahwa barang tersebut  
dihasilkan di Indonesia (Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan, 2004:38). 
 Sesuai dengan pernyataan di halaman sebelumnya, penulis akan menguraikan 
secara umum tentang “PROSEDUR PENERBITAN SKA FORM IJEPA PADA 






B. Rumusan Masalah 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini dibuat penulis untuk dijadikan 
pedoman agar pokok permasalahan, obyek, dan tujuan penelitian terarah sesuai batas-
batas yang telah dibuat. Penulis mengharapkan mendapat manfaat yang akurat dengan 
pembuatan perumusan masalah ini. 
Perumusan masalah yang dibuat penulis adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Peranan Pemerintah dalam Prosedur Penerbitan SKA ? 
2. Bagaimana Pemanfaatan SKA Form “IJEPA” sesuai dengan ketentuan 
Program (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement) IJEPA dalam 
Perdagangan INDONESIA-JEPANG ? 
3. Kendala-kendala Apa Saja yang Dihadapi dalam Penerbitan Surat Keterangan 
Asal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat 
memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk Mengetahui Peran pemerintah dalam Prosedur Penerbitan SKA. 
2. Untuk Mengetahui Manfaat SKA Form “IJEPA” sesuai dengan Ketentuan 
Program (Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement) IJEPA dalam 
Perdagangan INDONESIA-JEPANG. 
3. Untuk mengetahui Kendala yamg dihadapi dalam Penerbitan Surat 





D. Manfaat Penelitian 
Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga mempunyai manfaat 
penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai manfaat penelitian yaitu : 
1. Memberikan masukan kepada DISPERINDAG Kota Surakarta guna 
meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penerbitan SKA (Surat Keterangan 
Asal) Form “IJEPA”. 
2. Memberikan pengetahuan kepada public yang berkepentingan tentang 
prosedur penerbitan SKA Form “IJEPA”. 
3. Menambah bahan kepustakaan untuk penelitian yang akan datang. 
4. Mengaplikasikan teori-teori yang di dapat oleh peneliti selama proses 
perkuliahan. 
 
E. Metode Penelitian 
 Untuk dapat melakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian 
diperlukan adanya suatu penelitian yang pada dasarnya adalah mencari dan 
mendapatkan data-data yang diperlukan supaya proses penyusunan tersebut dapat 
berjalan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka 
diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian mengemukakan secara tertulis 







1. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di DISPERINDAG Kota Surakarta yang berlokasi di 
Jln. Yosodipuro No. 164 Surakarta. Penelitian dilakukan selama dua bulan. 
2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data 
a. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
atau sejumlah fakta yang diperoleh melalui penelitian secara 
langsung dari obyek penelitian. 
2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari luar 
penelitian atau sumber lain yang masih berkaitan dengan 
penelitian. 
b. Metode Pengumpulan Data 
1) Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara 
mengadakan Tanya jawab langsung kepada pihak Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 
2) Observasi  
Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan 






3) Study Pustaka 
Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara membeca dan 
mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Yaitu dat yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh 
dengan cara wawancara langsung pada pihak Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Yaitu data pendukung yangdiperoleh dari sumber lain yang masih 
berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dari buku maupun referensi 

















A. Pokok ketentuan Di Bidang Ekspor  
1. Pengertian Ekspor  
Dalam Kegiatan ekspor ada beberapa pengertian yang perlu dipaharni antara lain: 
a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai 
peraturan perundanan yang berlaku. 
b. Daerah pabean adalah wilayah RI yangang meliputi wilayah darat, 
perairan, dan udara. Serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi 
eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU No. 10 tahun 
1995 tentang kepabeanan. 
c. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan 
ekspor. 
d. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah 
mendapat pengakuan menteri perindustrian dan perdagangan untuk  
mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
e. Barang yang diatur ekspornva adalah barang yang ekspornya hanya dapat 
dilakukan oleh eksportir terdaftar. 
f. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya 
dapat dilakukan dengan persetujuan menteri perindustrian dan 




Menurut Amir M,S (1999:9) ekspor merupakan kegiatan menjual barang-
barang kepada konsumen yang berada di luar negeri atau berada di luar batas 
kepabeanan negara kita.  
Drs. Supeno .MM, 2000: 1 tidak jauh beda dengan Amir M,S yang juga 
mengemukakan bahwa ekspor merupakan salah satu jenis perdagangan yaitu kegiatan 
usaha menjual barang ataupun jasa yang dilaksanakan secara terus menerus untuk 
memperoleh keuntungan dengan melintasi daerah pabean dan berdasarkan ketentuan 
hukum yang berlaku di Negara tersebut. 
Jadi ekspor merupakan pengangkutan barang dari daerah pabean Indonesia 
keluar negeri. Dimana salah satu penyebab terjadinva ekspor adalah hubungan 
intemasional antara eksportir dengan importer yang telah mengadakan kesepakatan 
dalam bentuk kontrak dagang (Sales Contract) atau yang disebut Purchase order.  
 
2. Prosedur Ekspor  
Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara berurutan 
dari langkah awal hingga langkah terakhir dalam rangka penyeIesaian proses suatu 
pekerjaan. Dalam melakukan kegiatan ekspor dikenal juga istilah Prosedur Ekspor 
adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir apabila melakukan 
ekspor. Secara singkat akan diberikan prosedur umum pelaksanaan transaksi ekspor, 
sebagai berikut : 
a. Promosi, Korespondensi, Negosiasi dengan Pembeli/buyer. 
Promosi adalah suatu usaha seorang penjual atau eksportir untuk 




langkah paling awal yang dilakukan eksportir supaya produknya dapat dikenal dan 
diminati oleh calon-calon importir. Langkah ini sangat berpengaruh sekali terhadap 
perkembangan suatu perusahaan. Cara-cara promosi yaitu biasanya dengan 
Korespondensi, Pameran dagang, memasang iklan di media cetak maupun internet, 
bisa juga dengan membuka outlet-outlet di daerah potensial kunjungan wisata.  
Kegiatan korespondensi adalah kegiatan yang dilakukan eksportir dalam 
menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijual kepada importir luar 
negeri. Dalam surat peryataan penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis 
barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman dan sebagainya. Apabila 
importir menyetujui penawaran yang dilakukan oleh eksportir, maka importir dan 
eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang 
dicantumkan hal-hal yang disepakati.  
b. Eksportir dan Importir Mengadakan Kontrak Dagang (Sales Contract).  
Setelah promosi berhasil, antara pembeli dan penjual melakukan kontrak 
dagang atau yang biasa disehut dengan Sales Contract. Dimana penjual menyerahkan 
sejumlah barang yang diminta oleh permbeli dengan penimbangan sejumlah uang 
(harga) yang telah disepakati.  
Sales Contract dapat berbentuk lisan atau tulisan dimana pihak-pihak yang 
terlibat harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan yang 
telah disepakati bersama, supaya diketahui secara mendetail apa yang menjadi 
kewajiban kedua pihak dalam melaksanakan ekspor. Kewajiban tersebut meliputi  
ketentuan cara pembayaran, ketentuan penyerahan barang, persyaratan dokumen, dan 




Proses Kontrak Dagang  
1) Eksportir mempromosikan komoditi yang akan diekspor melalui media promosi 
seperti pameran dagang, iklan-iklan baik dalam negeri maupun di luar negeri atau 
melalui badan-badan urusan promosi ekspor seperti BPEN, KADIN Indonesia, 
Atau Perdagangan RI ditiap Kedutaan Besar Asing yang ada di Jakarta. dan 
sebagainya.  
Tujuan promosi adalah untuk menarik calon pembeli atau importer terhadap 
komoditi yang akan diekspor.  
2) Importir yang berminat akan mengirimkan surat permintaan harga atau letter of 
Inquiry kepada eksportir. Isi dari letter of inquiry, tersehut adalah mengenai   
valas (valuta asing) dan pelabuhan tujuan yang diingnkan. Maka dari itu Letter of 
Inquiry sangatlah penting dalam kegiatan ekspor impor, karena menentukan jadi 
tidaknva ekspor tersebut. 
3) Offersheet yaitu eksportir memenuhi permintaan importir dengan surat penawaran 
harga. Offersheet sendiri biasanya berisi mengenai uraian barang yang akan 
diekspor, kejelasan mutu barang yang akan di ekspor, kuantumya atau jumlah 
barang yang akan di ekspor, uraian mengenai harga barang ekspor, waktu dan 
tempat penyerahan barang ekspor, syarat pembayarannya, waktu pengapalan, cara 
pengepakan barang, dan satu lagi yang sangat penting yaitu mengenai cara 
pengenalan produk yang akan di ekspor, yaitu melalui brosur dan gambar-gambar 






4) Importir mengirimkan surat pesanan kepada eksportir yang disebut Ordersheet. 
5) Eksportir menyiapkan kontrak jual beli ekspor sesuai dengan data-data 
Ordersheet dan Offèrsheet. 
6) Apabila importir menyetujui Sales Contract maka akan ditandatangani importir 
untuk dikembalikan ke eksportir satu copy, original ditahan importir sebagal 
dokumen asli transksi, yang disebut Sales Confirmation. 
c. Importir Membuka L/C (Letter of credit). 
Dalam bisnis internasional terdapat banyak kendala, salah satunya masalah 
kepercayaan. Yang dimaksud adalah kepercayaan dalam melakukan pembayaran. 
Sangat sulit mempercayai orang lain apabila orang yang berbisnis dengan kita sarma 
sekali tidak kita kenal dan tempatnya sangat jauh. Maka dari itu iebih aman kalau 
pembayaranya dilakukan melalui bank atau sering disebut dengan L/C (Letter of 
credit). L/C merupakan instrument berupa jaminan yang diterbitkan oleh bank atas 
permintaan nasabahnya (applicant) untuk membayar sejumlah uang kepada penerima 
L/C (beneficiary) atas penyerahan seperangkat dokumen sesuai syarat dan kondisi 
yang diminta dalam L/C (Letter of credit). 
L/C (Letter of credit) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas 
permintaan importir Iangganan bank tersebut yang ditunjukan kepada eksportir di 
luar negeri yang menjadi relasi importer, yang memberi hak kepada eksportir itu 
untuk menarik wesel-wesel atas bank bersangkutan untuk sejumlah uang yang 
disebutkan dalam suratnya. Seterusnya bank yang bersangkutan menjamin untuk 
mengakseptir dan menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi 




Syarat Importir Membuka L/C (Letter of credit), yaitu importir harus 
melengkapi atau melampirkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Bank pembuat 
L/C, diantaranya adalah: Angka Pengenal Impor (API), Surat Ijin Usaha Perdagangan 
dan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen Sales Contract yang telah 
disetujui. Setelah semua itu terpenuhi, maka importir mengisi aplikasi L/C sebagai 
syarat terakhir dalam membuka L /C (Letter of credit). 
d. Eksportir Menyiapkan Barang (Ready to export). 
 Setelah penerimaan L/C maka eksportir menyiapkan barang yang telah 
dipesan importir sesuai dengan persyaratan dalam sales contract . 
Pada umumnya produk yang akan diekspor harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1) Mempunyai daya saing tinggi dibandingkan komoditi serupa dari negara lain, 
maksudnya adalah kemampuan suatu komoditi untuk memasuki pasar luar negeri 
atau komoditi itu sesuai dengan keinginan konsumen. Unsur-unsur daya saing itu 
berupa: mutu barang, harga barang, waktu pengiriman, syarat perdagangan, syarat 
pembayaran, layanan purna jual. 
2) Setiap peralatan dilengkapi dengan petunjuk pemakaiannya. 
3) Setiap komoditi diberi warna, ukuran, dan bentuk yang sesuai dengan selera 
konsumen. 
4) Setiap komoditi sebaiknya dilengkapi dengan sertitikat mutu atau setidaknya 
sertitikat pabrik yang membuatnya. 
5) Setiap komoditi sebaiknva memenuhi ketentuan tentang merek, kemasan layak 




6) Setiap peralatan teknis dan listrik sebaiknya dilengkapi dengan surat keterangan 
pengujian teknis dari lemhaga yang berwenang. 
7) Untuk komoditi seperti mainan anak-anak serta minuman haruslah memenuhi 
persyaratan kesehatan dan keamanan yang diminati oleh negara tertentu seperti 
Amerika Serikat. 
8) Untuk Komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, seringkali harus dilengkapi 
dengan surat keterangan karantina tanaman atau karantina hewan sebelum di 
ekspor. 
9) Untuk mendapatkan sistem preferensi umum kita diwajibkan melengkapi 
komoditi ekspor dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKA). 
10) Setiap pengusaha yang ingin mengekspor dianjurkan mulai melakukan 
standardisasi dan komoditi dari diproduksinya. 
e. Eksportir Membuat Dokumen Packing List dan invoice. 
Setelah barang disiapkan maka selanjutnya eksportir membuat dokumen 
packing list dan Invoice. Packing list adalah dokumen yang menjelaskan tentang isi 
barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti, kaleng, kardus, dsb. Fungsinya 
memudahkan pemeriksaan oleh Bea Cukai. Sedangkan invoice adalah nota perincian 
tentang keterangan barang-barang yang diual dan harga dari satuan barang tersebut. 
f. Eksportir Membuat Dokumen Shipping Instruction Ditunjukan pada Forwarder. 
Shipping Instruction dikeluarkan oleh Shipper (eksportir) kepada Carrier 
(perusahaan pelayaran) sebagai perintah untuk mengapalkan barang. Shipping 
Instruction harus secara benar di dalam pembuatannya sebab berdasarkan perintah 




yang dibuat oleh Shipping Company. Shipping Company bertanggung awab untuk 
mengangkut muatan sampai tujuan. serta menyerahkan dengan selamat dan utuh 
kepada penerima barang yang disebut dalam B/L di pelahuhan tujuan (Destination 
Port). Setelah pembokingan kapal selesai, maka langkah selanjutnya adalah Stuffing 
(pemuatan barang dalam container). 
g. Eksportir Mengurus Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) 
Eksportir mendaftarkan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke bank devisa 
dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak 
ekspor. Ekspor diperkenankan tanpa PEB untuk barang-barang kiriman di bawah Rp 
100 Juta. Mengurus PEB di Bea Cukai dengan membawa syarat dokumen Packing 
List dan Invoice, dan barang diekspor apabila telah mendapat PE (Persetujuan 
ekspor). 
h. Barang dimuat di atas Kapal, eksportir Memperoleh dokumen Bill of Lading (B/L) 
Apabila barang telah dimuat diatas kapal maka eksportir mendapatkan 
dokumen B/L (Bill of Lading). B/L merupakan tanda terima pengiriman barang-
barang yang di berikan perusahaan pelayaran (Shipping Company) kepada penerima 
barang, yang isinya bahwa barang-barang tersebut telah diterima dan diangkut ke 
pelabuhan tujuan dan diserahkan di sana kepada penerima barang yang ditunjuk 
pengirim barang. 
i. Eksportir Mengurus Dokumen COO (Certificate Of Origin) atau SKA (Surat 
Keterangan Asal) 
SKA merupakan surat keterangan asal yang menyatakan asal barang yang 




eksportir harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut PEB (Pemberitahuan 
Ekspor Barang), PE (Persetujuan Ekspor), Bill of Lading, invoice, packing list, dan  
struktur biaya. 
j. Eksportir Menghuhungi Bank untuk Negosiasi Pemhayaran 
Jika barang sudah dikapalkan maka eksportir sudah dapat ke bank untuk 
mencairkan L/C. Dokumen yang diserahkan pada bank adalah B/L, invoice, packing 
list, dan PEB. 
 
3. Pelaku Ekspor 
Pelaku ekspor adalah badan usaha atau kelompok usaha yang melakukan 
kegiatan ekspor-impor dengan ketentuan yang berlaku dan dalam menjalankan 
kegiatannya tersebut pelaku ekspor biasanva didukung oleh dokumen-dokumen yang 
diterbitkanya. 
Produsen adalah Salah satu pelaku ekspor, yang dalam melakukan kegiatan 
ekspor biasanya produsen menerbitkan dokumen-dokumen, misalnya seperti: Kontrak 
Penjualan, Manufacturer Certificate, intruction Manual, Brochure. Sedangkan 
Eksportir biasanya menerbitkan dokumen-dokumen, antara lain adalah 
Brochure,Offer Sheet, Sale’s Contract, Invoice, Packing List, Letter of Indemnity, 
Letter of Subrogation, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 
Begitu pula dengan bank, yang memiliki peranan penting dalam kaitan ekspor 
juga menerbitkan dokumen-dokumen untuk menunjang kegiatan ekspor. Dokumen-




(SSP), Surat Setoran Bea Cukai (SSBC), Nota Pemberitahuan Pembayaran Wesel 
Ekspor. 
Tidak hanya produsen, eksportir, dan bank saja yang menerbitkan dokumen-
dokumen dalam menjalankan kegiatan ekspor. Perusahaan pelayaran juga 
rnenerbitkan dokumen-dokumen dalam menunjang kegiatan ekspor, yaitu dokumen 
Bill of Lading (B/L). Sedangkan perusahaan angkutan udara menerbitkan dokumen 
Airway Bill (AWB). 
Bea Cukai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tidak kalah 
pentingnya dengan pelaku-pelaku ekspor lainya, karena apabila tidak melalui 
perusahaan atau dinas tersehut, maka barang yang akan  diekspor tidak akan bisa 
masuk ke negara tujuannya, untuk itu dinas tersehut menerbitkan dokumen-dokumen 
antara lain : Fiat (Izin) Muat Barang (PEB) dikeluarkan oleb Bea Cukai, sedangkan 
Surat Keterangan Asal (SKA) dikeluarkan oleh Disperindag (PPEI, BPEN & 
DEPPERINDAG, 2OO4). 
 
4. Dokumen Ekspor 
Pengurusan dokumen ekspor merupakan suatu tahapan yang amat penting. 
Tanpa dokumen-dokumen yang disyaratkan, seorang eksportir tidak akan 
memperoleh pembayaran dari bank. Pengiriman dokumen yang tidak tepat atau 
pengisian dokumen yang salah akan menghambat tahapan yang lainnya. Oleh karena 
itu dokumen-dokumen sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan ekspor. Jenis-





a. Kontrak Penjualan (Sales Contract) 
Kontrak penjualan (Sales Contract) digunakan untuk tanda bukti bahwa teransaksi 
jual beli ekspor telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu eksportir dan importer. 
Sales Contarct dapat berupa tulisan maupun lisan, tetapi yang lebih sering digunakan 
adalah yang berupa tulisan karena tidak menanggung resiko adanya penyalah 
kontraknya baik itu dilakukan eksportir maupun importer. 
b. Faktur Perdagangan (Commercial Invoice) 
Faktur perdagangan (Commercial Invoice) merupakan nota perincian tentang 
keterangan barang-barang yang akan di ekspor. 
c. Letter of Credit (L/C) 
Letter of Credit (L/C) adalah instrument berupa jaminan yang diterbitkan oleh bank 
atas permintaan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada penerima L/C atas 
penyerahan seperangkat dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi yang diminta 
dalam L/C. 
d. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 
Dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan  
ekspor barang yang isinya antara lain jenis barang ekspor, identitas eksportir, nama 
importir, NPWP, izin khusus, no HS, berat barang, negara tujuan, propinsi asal 
barang, cara penyerahan barang (FOB,CIF,dll), merek dan nomer kemasan. 
e. Bill of Lading (B/L) 
Bill of Lading (B/L) merupakan dokumen pengapalan yang membuktikan bahwa 




sebagai tanda bukti penerimaan barang oleh pengangkut untuk diangkut, sebagai 
kontrak pengangkutan, sebagai bukti kepemilikan barang ekspor. 
f. Polis Asuransi 
Dokumen yang menjelaskan tentang asuransi barang yang diekspor yang telah dimuat 
di atas kapal, apabila ada kecelakan di laut maka yang akan mengganti setengah 
persen dari barang yang rusak adalah pihak asuransi. 
g. Packing List 
Packing List merupakan dokumen yang menjelaskan tentang isi barang yang dipak, 
dibungkus, atau diikat dalam peti, kaleng, kardus dsb, yang fungsinya untuk 
memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai. 
h. Certificate of Origin (COO) 
Certificate of Origin atau sering disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) 
merupakan dokumen yang menjelaskan tentang keterangan yang menyatakan asal 
barang yang diekspor. 
i. Surat Pernyataan Mutu (Quality Statement) 
Dokumen ini merupakan syarat keterangan yang menyatakan tentang mutu barang 
yang diekspor. Dokumen ini dikeluarkan oleh Badan Peneliti yang disyahkan oleh 
pemerintah suatu negara dan wajib dimiliki oleh setiap eksportir untuk keperluan 
perdagangan. 
Salah satu dokumen adalah Certificate of Origin (COO), ini penting artinya 
dalam melakukan kegiatan ekspor, karena dengan Certificate of Origin (COO) maka 




tujuan Khususnya Jepang. Oleh Karena itu penelitian ini memfokuskan pada 
Certificate of Origin Form “IJEPA” 
 
B. Pengertian 
1. Pengertian COO/SKA 
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) atau yang sering disingkat SKA 
adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, 
regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib 
disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara 
tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut, berasal, dihasilkan dan atau 
diolah di Indonesia. (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan, 2004: 37). 
Berdasarkan pengertian di atas, jelas dinyatakan bahwa SKA  
dilandasi oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah mitra 
dagang Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional 
dan multilateral sehingga Indonesia sebagai anggota WTO terikat dan wajib 
mematuhi seluruh isi kesepakatan. Indonesia juga wajib mentaati persyaratan SKA 
yang ditentukan secara sepihak oleh negara pengimpor tertentu. Sebagai 
konsekwensinva. Apabila, barang ekspor Indonesia tidak disertai oleh SKA 
sebagaimana dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor Indonesia, maka negara 
pengimpor dapat menolak barang tersebut (untuk SKA Non Preferensi) atau tidak 




(Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan, 2005; 3). 
Dalam penerbitannya SKA mengandung maksud, yaitu: 
a. Sebagai dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor tersebut berasal, 
dihasilkan dan atau diolah di lndonesa, Dokumen ini dipersyaratkan oleh negara 
pengimpor. 
b. Sebagai dokumen untuk memperoleh fasilitas preferensi berupa pembebasan 
sebagian atau seluruh bea masuk impor yang diberikan oleh suatu negara atau 
kelompok negara tertentu. Artinya barang ekspor Indonesia bisa saja untuk ke 
negara pemberi preferensi meskipun tidak dilengkapi dengan SKA preferensi 
hanya tidak mendapat keringanan bea masuk. 
c. Sebagai alat kontrol realisasi ekspor Indonesia secara umum dan alat  
kontrol realisasi ekspor barang tertentu. 
 
2. Prosedur Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) Form “IJEPA” 
Prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal form “IJEPA” adalah ketentuan 
yang berisi tentang tahapan yang wajib dilakukan dan ditaati baik oleh instansi 
penerbit maupun eksportir atau pihak lain yang memerlukan Surat Keterangan Asal 
sehingga dapat menunjang usaha peningkatan ekspor ke Jepang. Berikut ini prosedur 
penerbitan SKA Form “IJEPA” 
1) Surat Keterangan Asal (SKA) harus diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang 
berwenang (government authority) Negara pengekspor, pada waktu pengiriman 




2) instansi Penerbit tersebut sebelumnya harus menyampaikan nama alamat, cap 
atau stempel dinas serta contoh tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk 
menandatangani SKA diberikan kepada pihak pabean di negara tujuan melalui 
Sekretariat negara tersebut. 
3) Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pemerintah yang bersangkutan harus 
melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap setiap permohonan penerbitan 
SKA, dengan maksud agar: 
a.) Barang yang diekspor telah memenuhi persyaratan Ketentuan  
Asal Barang. 
b.) Pelaksanaan ekspornya didukung dengan dokumen-dokumen  yang benar dan 
diperlukan. 
c.) Pengisian mengenai uraian jenis dan jumlah barang, jenis dan  
jumlah kemasan sesuai dengan bukti dokumen yang disertakan. 
4) SKA Form “IJEPA” dibuat dalam kertas ukuran ISO A4 yang terdiri dari satu  
lembar asli (wama putih) untuk importer, lembar kedua (warna putih) untuk 
penerbit, lembar ketiga (warna putih) untuk Bea da Cukai di negara tujuan ekspor. 
5) Jika SKA tersebut hilang atau rusak, eksportir dapat mengajukan permohonan 
untuk menggantinya dalam waktu tidak lehih dan satu tahun sejak tanggal 
penerbitan SKA yang hilang dan rusak, sesuai dengan bukti-bukti dokumen 
pendukungnya, SKA pengganti tersebut diberi nomor dan tanggal penerbit yang 






6) Tata cara pengisian SKA form “IJEPA”  
Ada beberapa kolom yang harus diisi dalam formulir SKA form “IJEPA” yaitu: 
a. Sudut Kanan Atas: 
  Certification no.: diisi dengan nomor urut penerbitan SKA diikuti 
dengan kode instansi penerbitan dan tahun penerbitan. 
   Number of page: diisi dengan jumlah halaman SKA (contoh: apabila 
jumlah lembaran SKA yang diterbitkan 2 halaman, maka diterakan: pada 
lembar pertama: 1/2 dan lembar kedua: 2/2). 
b. Kolom nomor 1 : Nama, alamat lengkap, dan negara eksportir(harus sama 
dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor/invoice atau PEB). 
c. Kolom nomor 2 : Nama, alamat lengkap, dan negara eksportir(harus sama 
dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor/invoice atau PEB). 
d. Kolom nomor 3 : Pelabuhan muat, pelabuhan transit, pelabuhan 
tujuan/bongkar, nama kapal/nomor penerbangan. 
e. Kolom nomor 5 : Diisi dengan keterangan tentang kandungan barang yang 
diekspor, keterangan yang diisikan berupa kode, yaitu: “A” apabila barang 
yang diekspor tidak mengandung bahan atau komponen komponen impor 
(wholly obtained), “B” apabila barang yang diproduksi seluruhnya di Indonesia 
dari bahan baku atau komponen yang berasal dari Indonesia, “C” apabila 
barang yang diproduksi menggunakan bahan atau komponen yang tidak berasal 
dari Indonesia/jepang, tetapi telah memenuhi Product Specific Rules (ketentuan 
khusus yang ditetapkan untuk setiap produk), “ACU” apabila memanfaatkan 




memanfaatkan de minimis (ambang batas toleransi dari bahan baku atau 
komponen yang tidak berasal dari Indonesia/Jepang), “FGM” apabila 
memanfaatkan bahan baku atau komponen fungible (bahan yang identik dan 
bias dipergunakan). 
f. Kolom nomor 6 : Kuantitas atau berat barang. 
g. Kolom nomor 7 : Nomor dan tanggal invoice. Untuk invoice dari pihak ketiga, 
nama dan alamat pihhak ketiga dicantumkan di kolom 8. 
h. Kolom nomor 8 : “ISSUED RETROACTIVELY” apabila SKA diterbitkan 
setelah 3 hari dari tanggal pengapalan/pengiriman. Apabila SKA kecurian, 
hilang atau rusak, SKA yang baru dapat diterbitkan sebelum habis tanggal 
validitas SKA asli dengan nomor baru berdasarkandokumen ekspor yang 
dimiliki dengan mencantumkan tanggal dan nomor SKA aslinya. 
i. Kolom nomor 9 : Tempat dan tanggal, tanda tangan, nama penanda tangan 
serta perusahaan. 
j. Kolom nomor 10 : Kantor penerbit,cap, tempat dan tanggal beserta tanda 
tangan pejabat penerbit. 
 
3. Ketentuan Asal Barang dalam Surat Keterngan Asal Form “IJEPA” 
 Kriteria Ketentuan Asal Barang dalam SKA form “IJEPA” yang harus 
memenuhi ketentuan sebagi berikut: 
- Ketentuan khusus produk menggunakan metode nilai tambah yang 
 mensyaratkan bahwa Kandungan Nilai Pemenuhan Syarat dari suatu barang, yang 




presentase yang ditetapkan oleh ketentuan tersebut untuk barang tersebut yaitu 
tidak kurang dari 40% dari nilai FOB atau jika suatu barang telah melalui suatu 
perubahan dalam klasifikasi tariff pada tingkat empat angka. 
- Untuk maksud penghitungan kandungan nilai pemenuhan syarat dari suatu barang, 
rumus berikut wajib diterapkan: 
 
       F.O.B-V.NM 
   Q.V.C= -------------------x100% 
             F.O.B 
Q.V.C adalah kandungan nilai pemenuhan syarat sebuah baran, yang dinyatakan 
sebagai persentase. 
F.O.B adalah nilai free-on-board suatu barang yang dibayar oleh pembeli barang 
kepada penjual barang,terlepas dari cara pengirimannya, tidak termasuk pajak 
cukai internal yang telah dikurangi,dibebaskan,atau dibayar kembali ketika barang 
tersebut diekspor. 
V.N.M adalah nilai bahan non-asal yang digunakan dalam produksi suatu barang. 
 Untuk dapat mengklaim bahwa produk tersebut dapat diterima sebagai produk  
yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan konsesi preferensi, maka harus didukung 
dengan suatu Surat Keterangan Asal Barang (SKA), yaitu “Indonesia – Japan 
Economic Partnership Agreement Form “IJEPA”, yang diterbitkan 





4. Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SKA Form “IJEPA” 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri 
No.03/DAGLU/PER/l0/2005, mengenai tata cara penerbitan dan pengisian SKA 
secara khusus sesuai formulir SKA dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
a. Tata cara penerbitan dan pengisian SKA secara Manual : 
- Eksportir mengajukan surat permohonan untuk memperoleh Formulir SKA 
sesuai jenis SKA yang diperlukan kepada Instansi Penerbit SKA. 
- Formulir SKA yang telah diisi oleh eksportir disampaikan beserta dokumen 
pendukung kepada Instansi Penerbit SKA. 
- Petugas Instansi Penerbit SKA melakukan pemeriksaan atas isi Formulir SKA 
beserta kelengkapan dokumen pendukung. 
- Permohonan penerbitan SKA yang telah memenuhi persyaratan diproses 
penerbitan SKA-nya. 
- Instansi Penerbit SKA dan eksportir pemohonSKA menandatangani SKA. 
b. Tata cara penerbitan dan pengisian SKA secara Otomasi dengan memanfaatkan 
teknologi informasi, ada 2 (dua) sistem, yaitu : 
1.) Dengan menggunakan disket aplikasi.  
- Eksportir rnengajukan permohonan penerbitan SKA sesuai jenis SKA 
yang diperlukan disertai disket atau vandisk aplikasi SKA yang telah diisi 
data SKA kepada Instansi Penerbit SKA untuk diproses oleh Surveyor. 
- Petugas Surveyor memproses disket aplikasi SKA dan mengecek 




- Surveyor menyerahkan struk SKA disertai catatan mengenai kelengkapan 
isi SKA kepada Penerbit SKA. 
- Instansi Penerbit SKA, sebelum menerbitkan SKA, meminta dokumen 
pendukung kepada eksportir pemohon SKA untuk dilakukan pemeriksaan 
silang. 
- Instansi Penerbit SKA mengembalikan struk SKA kepada petugas 
Surveyor untuk memproses kembali apakah isi SKA masih belum 
sempurna. 
- instansi Penerbit SKA menerbitkan SKA yang telah memenuhi 
persyaratan dan menandatangani bersama dengan eksportir pemohon 
SKA. 
2.) Dengan menggunakan sistem jaringan on line. 
Penerbitan dan pengisian SKA dengan menggunakan sistem ini sebenarnya 
prosedurnya sama dengan menggunakan disket aplikasi hanya saja ada 
sedikit tambahan, yaitu : 
- Eksportir yang telah terdaftar pada jaringan on line dapat mengajukan 
permohonan penerbitan SKA sesuai jenis SKA yang diperlukan melalui 
atau lewat sistem jaringan on line yang tesedia kepada Instansi Penerbit 
SKA untuk diproses oleh surveyor. 
- Instansi penerbit SKA melalui jaringan on line memberikan isyarat atau 




- Eksportir mencetak dan menyerahkan formulir SKA yang telah diisi dan 
ditandatangani oleh pejabat eksportir beserta dokumen pendukung kepada 

























DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
1. Sejarah pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagngan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta dibentuk berdasarkan 
pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No : 
84//MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta yang memepunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan di Wilayah Kotamadya Surakarta. 
Waktu digulirkan Otonomi Daerah tahun 2000, Kantor Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta juga sempat mengalami mengalami 
perubahan dan perkembangan dengan berganti nama menjadi Departemen 
Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yaitu berdasarkan 
Keputusan Walikota Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran 
Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 seri D.12.  
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta, Departemen Perindustrian Perdagangan dan Penanaman 
Modal Kota Surakarta berganti nama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 





2. Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
Lokasi penelitian dan pencarian sumber data yaitu Kantor Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Surakarta ( DISPERINDAG) Surakarta yang mempunyai 
lokasi di Jl. Yosodipuro No. 164 Surakarta, Telp (0271) 712022. 
 
3. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
a. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
1.) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta merupakan unsur 
pelaksanaan Pemerintah daerah dibidang perindustrian dan perdagangan. 
2.) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta ini dipimpin oleh 
seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
b. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan 
perdagangan. 
c. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai fungsi: 
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan; 
3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian; 





5) Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Konsumen; 
6) Penyelenggaraan sosialisasi; 
7) Pembinaan jabatan fungsional. 
 
4. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 
 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
berdasarkan Peraturan Walikota No.21 tahun 2008 kota Surakarta terdiri dari : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, membawahkan : 
1.) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan; 
2.) Subbagian Keuangan; 
3.) Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 
c. Bidang Perindustrian, membawahkan : 
1.) Seksi Industri Kecil; 
2.) Seksi Industri Menengah dan Besar. 
d. Bidang Perdagangan, membawahkan : 
1.) Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 
2.) Seksi perdagangan Luar Negeri. 
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan : 
1.) Seksi Pengawasan; 
2.) Seksi Perlindungan Konsumen. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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5. Uraian Tugas Pokok dan Funngsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta. 
Uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota No.21 tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta. 
a. Uraian Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan. 
b. Uraian Tugas Bagian Sekretariat. 
Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya 
bagian Sekretariat mempunyai fungsi: 
1.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan 
di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
2.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan 




3.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan 
di bidang umum dan kepegawaian; 
4.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bagian Sekretariat, membawahkan : 
1.) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan. 
2.) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 
tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan 
akuntansi di lingkungan Dinas. 
3.) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan 
di bidang umum dan  kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi 
kepegawaian, hokum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah 






c. Uraian Tugas Bidang Perindustrian. 
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan industri 
menengah besar. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian mempunyai 
fungsi : 
1.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang industri kecil; 
2.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang menengah dan besar; 
3.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Perindustrian, membawahkan : 
1.) Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil, meliputi : 
pembinaan dan pengembangan industri kecil. 
2.) Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
industri menengah dan besar, meliputi : pembinaan dan pengembangan industri 
menengah dan besar 
d. Uraian Tugas Bidang Perdagangan. 
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 




dan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan 
mempunyai fungsi : 
1.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang perdagangan dalam negeri; 
2.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang perdagangan luar negeri; 
3.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Perdagangan, membawahkan : 
1.) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
perdagangan dalam negeri, meliputi : pembinaan dan pengembangan 
perdagangan dalam negeri. 
2.) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
perdagangan luar negeri, meliputi : pemberian bimbingan teknis dan 
pembinaan pengembangan perdagangan luar negeri. 
e. Uraian Tugas Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. 
Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
di bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugasnya 




1.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pengawasan; 
2.) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang perlindungan konsumen; 
3.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan : 
1.) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
Kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, meliputi : 
pengawasan kelayakan dan kualitas produk kemasan. 
2.) Seksi Perlindungan Konsurnen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
perlindungan konsumen, meliputi : pembinaan perlidungan konsumen. 
f. Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional. 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kelompok Jabatan FungsionI terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
 
6. Tata Kerja 
a. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi 
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 




b. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi 
dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing 
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke 
dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah 
serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 
d. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi 
bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoor-dinasikan dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-
masing. 
e. Kepala Dinas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepata Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada 
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 
g. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan penyusuran laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan 




h. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional  
menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut  
Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Walikota melalui  
Sekda. 
 
7. Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
Pegawai adalah unsur utama dalam pelaksanaan organisasi yang penuh 
kesetiaan dan ketaatan mengabdi secara professional pada kepentingan usaha 
perusahaan sesuai dengan tujuan organisasi, maka ketentuan Kepegawaian Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Walikota 
No. 21 Tahun 2008 adalah : 
1. Jenjang jabatan dan kepangkatn serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala  
Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di Iingkungan  
Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. 
 
8. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 
Visi : 







a. Terciptanya kesempatan bersama di sector perdagangan dan industri yang 
berwawasan lingkungan dan budaya. 
b. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa perdagangan dalam dan luar 
negeri. 
 
B.  Pembahasan 
1. Peranan Pemerintah dalam Prosedur Penerbitan SKA 
 Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/09/2005 
Pemerintah sebagai instansi penerbit adalah instansi atau badan atau lembaga, yang 
berdasarkan tugas dan fungsinya menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau 
Certificate of Origin (COO) dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah 
sebagai instansi penerbit yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta peranannya adalah menerbitkan dokumen Surat 
Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk barang yang diatur ekspornya dan atau 
terkena pembatasan ekspor dalam kuota. 
 Dalam mendukung kegiatan ekspor di kota Surakarta, yang berperan sebagai 
instansi penerbit adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta atau 
sering dikenal dengan nama Disperindag kota Surakarta. Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Surakarta tersebut salah satu tugasnya adalah berperan menerbitkan 
Surat Keterangan Asal (SKA), guna sebagai dokumen pendukung ekspor. Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta dalam kegiatan ekspor menerbitkan 




preferensi yang diterbitkan oleh Disperindag kota Surakarta adalah SKA form “A” 
dalam rangka GSP (Generalized System of Preferensi) untuk pengiriman barang 
ekspor dari indonesia ke Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, 
Uni Eropa, SKA form “D” dalam rangka CEPT for AFTA, SKA form “IJEPA” 
dalam rangka Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement. Sedangkan SKA 
Non Preferensi yang dikeluarkan oleh Disperindag kota Surakarta adalah SKA form 
“B” untuk barang ekspor tujuan ASEAN, dan SKA form “M” (Certificado De Pais 
De Origen) dengan tujuan ke meksiko. 
 Kegiatan pelayanan ekspor yang dilakukan oleh kantor Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Surakarta yang terutama adalah melayani masyarakat khususnya 
pelaku usaha yang menginginkan agar urusan dalam hal penerbitan Surat Ketrangan 
Asal cepat selesai sudah dilakukan secara optimal, tapi dua tahun terakhir jumlah 
SKA yang diterbitkan menurun., ini terbukti dari tahun 2007-2008 penurunan jumlah 
SKA yang diterbitkan, baik SKA  Preferensi maupun SKA Non Preferensi, table 3.1 
di bawah ini menunjukan jumlah Surat Keterangan Asal yang telah  












Sebagai gambaran SKA Otomasi yang diterbitkan tahun 2007 dan 2008 terinci 








Sumber : SKA yang diterbitkan oleh Disperindag Surakarta ( diolah ) 
 
Keterangan : 
         ( 1 ) Mulai 1 Juli 2008. 
         ( 2 ) Sampai dengan tanggal 14  Nopember 2008. 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jenis SKA form B, M, TP, HD, terutama form 
A mengalami perubahan yang seknifikan dengan mengalami penurunan jumlah 
penerbitannya, tetapi dapat dilihat dari data tersebut juga bahwa form D, E, AK,  dan 
IJEPA mengalami kenaikan jumlah penerbitan SKA. 
 Penurunan tersebut terjadi mungkin disebabkan oleh menurunnya jumlah 
ekspor barang ke beberapa negara, hal ini disebabkan karena adanya krisis global 
yang terjadi hampir berdampak di semua Negara tujuan ekspor, Sehingga 
 
JENIS SKA 2007 2008 
    Form A ( 2 ) 10117 8032 
    Form B 3840 3279 
    Form D 430 453 
    Form E 29 40 
    Form AK 47 212 
    Form M 45 42 
    Form TP 1427 1309 
    Form HD 30 29 
   Form IJEPA ( 1 ) - 110 




menyebabkan terhentinya kegiatan ekspor barang oleh para eksportir, karena tidak 
adanya pesanan barang. 
 Untuk form “IJEPA” khususnya, jumlah SKA yang diterbitkan cukup baik, 
karena form “IJEPA” masih tergolong jenis form SKA baru. Form”IJEPA” mulai 
diterbitkan mulai 1 Juli 2008 dan baru beberapa bulan saja sudah banyak permohonan 
untuk form ini. Untuk itu diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Surakarta meningkatkan peran Surat Keterangan Asal form”IJEPA” meraih peluang 
ekspor yang lebih luas. 
 Pemerintah sebagai Instansi penerbit selain menerbitkan Surat Keterangan Asal 
(Certificate of Origin), juga berperan sebagai pejabat yang berwenang 
menandatangani dan menstempel SKA guna sebagai bukti keabsahan SKA tersebut, 
sehingga barang yang akan di ekspor dapat masuk ke negara tujuan ekspor. Selain itu, 
Pemerintah juga berperan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen 
pendukung ekspor yang lain, seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), 
Persetujuan Ekspor (PE), Bill of Lading (B/L), Invoice, Packing List dan Struktur 
biaya. 
 Mengingat pentingnya data tentang Pemanfaatan SKA, Maka instansi penerbit 
yang telah ditunjuk pemerintah dalam penerbitan SKA wajib menyampaikan laporan 
tentang penerbitan SKA yang memuat uraian jenis barang beserta pos tariff HS, 
volume, nilai dan negara tujuan ekspor kepada Direktorat Fasilitas Ekspor-Impor. 
Instansi Penerbit dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga 
diwajibkan melaporkan mengenai jumlah dan jenis formulir SKA yang diterima dan 




negara (Departemen Perdagangan, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, 
Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor,2002). 
 Berdasarkan data penerbitan Surat Keterangan Asal yang diperoleh di kantor 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta memiliki banyak komoditi 
unggulan yang potensial untuk dapat menembus pangsa pasar di luar negeri. 
 Jumlah perusahaan yang terdapat di kota Surakarta berdasarkan pendataan yang 
dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta pada tahun 2006 
terdapat 147 perusahaan yang telah memberikan kontribusi terhadap kota Surakarta 
dengan merealisasikan kegiatan ekspor yang mereka jalankan sampai sekarang. Dari 
147 perusahaan tersebut terdapat 76 perusahaan yang bergerak di bidang mebel, 30 
perusahaan bergerak di bidang tekstil, 10 perusahaan bergerak di bidang batik 
garment, dan 31 perusahaan diantaranya bergerak di bidang komoditi lain. 
 Berdasarkan bentuk dan badan hukum dari 147 perusahaan telah menembus 
pasar luar negeri, baik itu perusahaan yang telah berbadan hukum seperti PT 
(perseroan Terbatas), CV (Comanditen Venoschape) dan UD (Unit Dagang) yang 
dikelola oleh perseorangan. Dari jumlah dan jenis badan hukum perusahaan di kota 
Surakarta masih memerlukan pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan kota Surakarta dengan melalui SIUP (Surat Ijin Usaha 
Perdagangan) dan pelayanan teknis lainnya di bidang perdagangan. Adapun table 3.2 
berikut ini merupakan hasil penelitian mengenai realisasi ekspor kota Surakarta 











Uraian Barang 2007 Share 2008 ( * ) Share 
1 TPT 258.825.450,99 65,35 201.347.455,25 66,58 
2 BATIK 3.908.999,25 0,99 4.186.049,38 1,38 
3 KARUNG 
PLASTIK 
10.039.672,82 2,53 10.811.174,31 3,58 
4 MEBEL 96.953.135,17 24,40 60.065.528,34 19,87 
5 PERALATAN 
KANTOR 
6.602.119,24 1,66 4.876.848,57 1,61 
6 Lainnya 20.060.284,44 5,07 21.108.576,21 6,98 
TOTAL EKSPOR 396.089.661.91 100,00 302.395.632,06 100,00 
Sumber : SKA yang diterbitkan oleh Disperindag Surakarta ( diolah ) 
 
Keterangan : *   s/d Oktober 2008. 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa ekspor di kota Surakarta dua tahun terakhir ini 
dilihat dari nilainya mengalami penurunan yang cukup besar pada komoditi TPT, 
Mebel, Peralatan Kantor. Penurunan ini disebabkan karena adanya krisis global yang 
berdampak pada beberapa negara tujuan ekspor. Dalam hal ini peran Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian sangat dibutuhkan untuk membantu para eksportir 
dalam mengoptimalkan komoditi lain dan negara tujuan lain yang tepat sehingga 
kegiatan ekspor tidak berhenti, bahkan mengalami peningkatan seperti komoditi 




 Dari semua SKA yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
kota Surakarta, salah satunya adalah SKA form “IJEPA” yang baru 1juli tahun 2008 
kemarin digunakan untuk ekspor barang menggantikan SKA form “A” dengan tujuan 
ke Jepang. SKA form “IJEPA” digunakan karena peraturan terbaru yang disepakati 
oleh pemerintah Indonesia dan Jepang mengenai transaksi ekspor barang dari 
Indonesia ke Jepang dalam rangka Indonesia – Japan Economic Partnership 
Agreement. Maka dari itu dalam pembahasan ini penulis ingin lebih mengenal dan 
meneliti lebih lanjut SKA SKA Form “IJEPA” 
 
2. Pemanfaatan SKA Form “IJEPA” sesuai dengan Ketentuan Skema IJEPA  
dalam Perdagangan Indonesia-Jepang. 
 Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement Preferential Tariff 
Certificate of Origin Form IJEPA, digunakan untuk ekspor barang dari Indonesia ke 
Jepang dalam rangka INDONESIA-JAPAN EPA, yang jenis barangnya terdapat 
dalam daftar cakupan produk “INDONESIA-JAPAN EPA”. 
 Dalam rangka pemanfaatan konsensi tariff preferensi Indonesia dan Jepang, 
ketentuan-ketentuan untuk menetapkan negara asal dari suatu barang atau yang sering 
disebut Ketentuan Asal Barang. Ketentuan Asal Barang tersebut, antara lain adalah 
ketentuan mengenai kriteria asal barang yaitu barang harus memenuhi salah satu 
persyaratan yang diajukan : 
a. Barang tersebut secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi secara 




b. Barang tersebut diproduksi secara keseluruhan di pihak tersebut secara 
ekslusif dari bahan asal pihak tersebut; 
c. Barang tersebut memenuhi ketentuan khusus produk., apabila barang 
tersebut diproduksi secara keseluruhan pada pihak tersebut menggunakan 
bahan-bahan non-asal. 
 Manfaat SKA form IJEPA dalam skema INDONESIA-JAPAN EPA, kaitannya 
dengan proses produksi produk yang memenuhi ketentuan asal barang sebagai bahan 
baku atau komponen untuk membuat suatu produk akhir yang memenuhi syarat 
bahwa Kandungan Nilai Pemenuhan Syarat dari suatu barang, yang dihitung sesuai 
dengan formula, tidak kurang dari presentase yang ditetapkan oleh ketentuan tersebut 
untuk barang tersebut yaitu tidak kurang dari 40% dari nilai FOB atau jika suatu 
barang telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tariff pada tingkat empat 
angka (perubahan dari bagian atas tarif). 
 Untuk dapat mengklaim bahwa produk tersebut dapat diterima sebagai produk  
yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan konsesi preferensi, maka harus didukung 
dengan suatu Surat Keterangan Asal Barang (SKA), yaitu “Indonesia – Japan 
Economic Partnership Agreement Form “IJEPA”, yang diterbitkan 
oleh pejabat pemerintahan yang diberi wewenang oleh kedua negara sesuai yang 
disyaratkan pada persetujuan ekspor (Departemen Perdagangan, Direktorat Jendral 






3. Kendalan-Kendala dalam Penerbitan Surat Keterangan Asal 
  Dalam melakukan kegiatan ekspor terutama dalam penerbitan SKA di kota 
Surakarta masih banyak kendala yang sering dihadapi baik oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Surakarta maupun ole pengguna jasa atau pihak yang memerlukan 
SKA dalam hal ini adalah Eksportir, kendala-kendala tersebut antara lain meliputi: 
a. Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Surakarta dalam penerbitan SKA (Sumber: Staf Karyawan Diperindag Kota 
Surakarta), antara lain adalah: 
1.) Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Surakarta menjadi salah satu kendala, karena dalam prakteknya meskipun sudah 
ada lebih dari satu petugas pemeriksa SKA seharusnya mampu mengurangi 
intensitas kesalahan dalam penerbitan SKA, namun selama ini masih saja ditemui 
adanya kekurang telitian dalam pemeriksaan dan masih adanya kesalahan dalam 
pengetikan SKA. 
2.) Kendala lain yang dihadapi adalah mesalah pejabat yang berwenang dalam 
penandatanganan SKA, yang dulu ada tiga pejabat sekarang hanya satu pejabat 
penandatangan saja, ini menjadi kendala karena apabila pejabat yang berwenang 
tersebut sedabg berhalangan hadir baik itu karena sakit atau karena ada tugas 
dinas ke luar kota, maka penerbitan SKA akan tertunda. 
3.) Dalam Penerbitan SKA sistem on line juga menjadi kendala lagi bagi eksportir 
karena apabila permohonan SKA telah memenuhi syarat, maka eksportir harus 
mencetak, menyerahkan dan meminta tanda tangan formulir SKA yang telah diisi 




kepada instansi penerbit SKA dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
kota Surakarta, ini menjadi kendala karena prosesnya masih sama dengan sistem 
manual. Selain itu juga masih kendala lain yaitu apabila disket aplikasi tidak 
dapat dibuka, maka eksportir harus kembali ke perusahaan untuk mengambil data 
kembali, karena tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta hanya 
























 Dalam Bab IV ini penulis mencoba untuk menarik suatu kesimpulan. 
Kesimpulan yang dilandasi dengan penelitian dan hasil pengamatan yang dilakukan, 
serta saran-saran yang mendukung kepada yang lebih bagi perdagangan luar negeri 
khususnya ekspor-impor dan optimalkan kinerja serta pelayanan kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta. 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisa dan pembahasan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur 
Penerbitan Ska Form “IJEPA” Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Surakarta”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.17/M-DAG/PER/09/2005, peran 
pemerintah dalam prosedur penerbitan Surat Ketrangan Asal adalah sebagai 
instansi penerbit yang menerbitkan dokumen Surat Keterangan Asal 
(Certificate of Origin), berperen sebagai pejabat yang berwenang 
menandatangani dan menstempel SKA guna sebagi bukti keabsahan SKA, 
dan berperan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung 
ekspor yang lain, seperti Pemberiyahuan Ekspor Barang (PEB), Persetujuan 
Ekspor (PE), Bill of Lading (B/L), Invoice, Packing List dan struktur biaya. 
2. Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement Certificate of Origin 




Indonesia ke Jepang dalam rangka  IJ-EPA, yang jenis barangnya terdapat 
dalam daftar cakupan produk “IJ-EPA”. 
3. Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Surakarta dalam penerbitan Surat Keterangan Asal adalah kurangnya Sumber 
Daya Manusia, yang mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam 
proses penerbitan SKA tersebut. 
 
B. Saran 
 Melalui pembahasan dalam Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur 
Penerbitan Ska Form “IJEPA” Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Surakarta”, maka dapat disarankan sebagai berikut : 
1. Peran Pemerintah dalam Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) harus 
ditingkatkan lagi, baik dalam proses pemeriksaan SKA maupun 
penandatangan dan penstempelan SKA dan dalam pemeriksaan SKA tersebut 
harus lebih teliti lagi sehingga diharapkan tidak ada  kesalahan pengisisan 
kelengkapan dokumen atau terjadi penyimpangan dengan dokumen 
pendukung lain. 
2. Untuk masalah prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal yang dilakukan 
secara manual sering kali masih dilakukan namun karena didalam pengisian 
SKA tidak boleh ada kesalahan pengetikan atau coretan maka menurut penulis 
lebih baik menggunakan sistem on line dalam pengisiannya karena 
penghapusannya tidak perlu ada coretan, namun sistem on line harus lebih 




yang terlalu berbelit sehingga sebaiknya dilakukan perbaikan didalam sistem 
tersebut agar lebih memudahkan kepentingan kedua belah pihak. 
3. Dalam Rangka Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement 
Certificate of Origin form IJEPA (SKA form IJEPA), yang digunakan untuk 
ekspor barang dari Indonesia ke Jepang dalam rangka  IJ-EPA, Pembinaan, 
penyuluhan dan pendampingan kepada dunia usaha tentang penggunaan Surat 
Keterangan Asal  dalam kegiatan ekspor, khususnya SKA form “IJEPA” 
haruslah lebih ditingkatkan lagi, karena SKA form “IJEPA” merupakan SKA 
baru dan dalam prakteknya masih ada eksportir yang menggunakan SKA form 
“A” untuk tujuan ke negara Jepang. 
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta untuk lebih 
meningkatkan atau meminimal mempertahankan pelayanan  dalam perijinan 
dan penyerahan dokumen ekspor yang sudah cukup baik yaitu dengan 
menambah petugas dalam pelayanan, pengesahan maupun perijinan dokumen 
ekspor. Dengan demikian akan dapat mempersingkat waktu pelayanan 
sehingga dapat mempermudah eksportir dalam menyelesaikan pengurusan 
dokumen ekspor, megingat Surat Keterangan Asal merupakan dokumen akhir 
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